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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ototnomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada.
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan GDP atau GNP lebih besar atau lebih
kecil dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah
satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pusat.

Berikut ini adalah data tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera

Barat periode 2011-2018:

Tabel 1.1
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Periode 2011-2018

No Provinsi Pertumbuhan Ekonomi (%) Rata-
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Rata

1 | Aceh 328| 385| 283| 155| -0.73| 330| 419| 460| 2.86
2 | Sumatera Utara 6.66| 645| 6.08| 523| 510| 518| 512 | 518 | 5.63
3 | Sumtera Barat 6.34| 631| 6.02| 588| 553| 527| 529| 514 | 572
4 | Riau 557 | 3.76| 249 | 271| 022| 223| 271| 234 | 275
5 | Jambi 786 | 7.03| 7.07| 736| 421| 437| 464 | 471 | 591
6 | Sumatera Selatan 6.36 | 6.83| 540| 4.79| 442 | 504| 551| 6.04 | 555
7 | Brngkulu 6.85| 6.83| 6.08| 548| 513| 529| 499 | 498 | 570
8 | Lampung 656 | 6.44| 578| 508| 513| 515| 517 | 525| 557
9 | Kep. B. Belitung 690 | 550| 522| 467| 408| 411 | 451 | 445| 4.93
10 | Kepulauan Riau 696 | 763| 711| 6.60| 6.02| 502| 201| 456| 5.74
Rata-rata 6.33| 6.06| 541| 493| 391 | 450 441 | 473 | 504

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2019

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera diketahui
bahwa pada 2011-2016 provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi
adalah Provinsi Kepualuan Riau dengan tingkat pertumbuhan ekonomi berkisar
antara sebesar 6,02-7,63%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut

perekonomian Provinsi Kepualuan Riau jauh lebih baik dibandingkan dengan
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perekonomian Sumatera Barat yang hanya memiliki pertumbuhan ekonomi yang
berkisarn antara 5,53-6,34%. Selanjutnya pada tahun 2016 provinsi yang memiliki
pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Provinsi Bengkulu sebesar 5,29% dan
pada tahun 2017 yang tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,51%.
Sedangkan pada tahun 2018 provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi
tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6.04% dan terndah adalah
provinsi Riau sebesar 2,34%. Berdasarkan data diatas menegaskan bahwa kondisi
perekonomian Sumatera Barat periode 2011-2018 biasa-biasa saja dan tidak
pernah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi dari semua pemerintah
provinsi yang ada di pulau Sumatera. Selanjutnya berdasarkan data terlihat terjadi
penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014ke
tahun 2015 yaitu dari 5,88% ke 5,53% dan pada tahun 2016 kembali mengalami
penurunan menjadi 5,27%. Data ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah
provinsi Sumatera Barat gagal dalam upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonominya.

Secara visual data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat

disajikan pada grafik berikut ini.
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Gambar 1. Grafik Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera
Selanjutnya penulis sajikan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Barat.
Tabel 1.2

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera BaratPeriode 2011-2018

No Wilayah Laju Pertumbuhan Ekonomi (%0)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | Kepulauan Mentawai 528 | 537 | 577 | 557 | 520| 502 | 513 | 4.92
2 | Pesisir Selatan 577 | 582 | 590 | 580 | 573| 533| 542 | 5.36
3 | Kab.Solok 440 | 643 | 563 | 579| 544 | 531 | 533| 5.23
4 | Sijunjung 6.11 | 6.15| 6.14| 6.02| 569 | 526 | 527 | 5.10
5 | Tanah Datar 584 | 561 | 585| 579 | 533| 5.03| 512 | 5.08
6 | Padang Pariaman 585| 594 | 6.20| 6.05| 6.14 | 552 | 559 | 547
7 | Agam 6.01| 6.18 | 6.15| 5.92| 552 | 541 | 543 | 5.27
8 | Lima Puluh Kota 6.56 | 6.15| 6.23| 598 | 561 | 532 | 534 | 5.26
9 | Pasaman 536 | 6.01| 582 | 587 | 534| 5.07| 509 | 5.01
10 | Solok Selatan 558 | 6.04| 6.13| 590 | 535| 512| 515| 5.04
11 | Dharmasraya 6.56 | 6.19| 651 | 6.34| 575| 542 | 545| 5.32
12 | Pasaman Barat 6.33| 6.33] 640 | 6.04| 570| 533| 535| 5.25
13 | Padang 6.23 | 6.16 | 6.66 | 646 | 6.41| 6.22 | 6.23| 6.09
14 | Kota Solok 690 | 6.76 | 6.44| 6.01| 597 | 576 | 578 | 5.69
15 | Sawahlunto 545| 553 | 6.11| 6.08| 6.03| 573| 575| 554
16 | Padang Panjang 6.31| 597 | 6.29| 6.08| 591 | 580| 581| 574
17 | Bukittinggi 6.12| 655| 6.28| 6.20| 6.14| 6.05| 6.08| 6.03
18 | Payakumbuh 691 | 6.62| 656 | 647 | 6.19| 6.09| 6.12| 6.02
19 | Pariaman 594 | 6.13| 6.06| 599 | 579 | 559 | 562 | 551
Sumatera Barat (Provinsi) | 6.34 | 6.31| 6.08| 588 | 553 | 527 | 529 | 514

Sumber : BPS, 2019

Berdasarkan data tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa terjadi perubahan yang berfluktuasi dari
pertumbuhan ekonomi pada masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat,
dimana terlihat pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di
Kabupaten Dharmasraya dan terendah adalah Kabupaaten Kepualauan Menatawai
sedangkan pada tahun berikutnya yang tertinggi adalah Kota Solok dan terendah

adalah Kabupaten Solok. Selanjunya apabila kita lihat pada tahun 2016 dan 2017
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daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Padang
sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepualauan Mentawai dan
Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat baik pada
pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota ditemukan ada sebuah
masalah yang cukup memprihatinkan pada pertumbuhan ekonomi, dimana
idealnya pertumbuhan ekonomi itu seharusnya meningkat dari tahun ke tahun
namun kenyataan yang terjadi tidak. Dimana terlihat tingkat pertumbuhaan
ekonomi pada pemerintah provinsi mengalami penurunan terus dari tahun 2014
sampai 2016. Selanjutnya pada pemerintah Kabupaten/Kota terlihat tingkat
pertumbuhan ekonominya mengalami perubahan yang berfluktuasi dari tahun ke
tahun. Dengan demikian tentunya ini perlu dilakukan kajian untuk mengetahui apa
saja penyebab terjadinya perubahan yang berfluktuasi dari pertumbuhan ekonomi
di Sumtaera Barat.

Terjadinya perubahan yang berfluktuasi pada pertumbuhan ekonomi
tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang berkemungkinan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dana perimbangan, pendapatan asli
daerah, kinerja keuangan daerah dan belanja modal. Dana perimbangan atau dana
transfer akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam era otonomi masing-
masing daerah berlomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya
guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui pemanfaatan dan
pengalokasian dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi

mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan
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mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan dengan
masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi
perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Telah
banyak riset-riset sebelumnya telah membuktikan bahwa dana perimbangan
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Hasan, 2015; Kasdy, dkk
(2018).

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah.
Mardiasmo (2009) menyatakan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang
diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah. Nurcholis (2007) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah
adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Penelitian terdahulu telah
menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan
terhadap perumbuhan ekonomi (Wiraswasta, dkk, 2018, Nisa, 2017)

Kinerja keuangan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran Kkinerja yang
menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya
dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis
sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-
potensi kinerja yang akan berlanjut. Semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah
daerah akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi (Halim, 2008).

Penelitian terdahulu telah menemukan bahwa kinerja keuangan daerah
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berpengaruh positif signifikan terhadap perumbuhan ekonomi (Berliani, 2016;
Suwandi dan Tahar, 2015; Prihastuti, dkk, 2015; Sularso dan Restianto, 2011)

Belanja modal juga diduga sebagai faktor yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi. Barro (1990) menyatakanbahwa investasi publik
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Telah
banyak riset-riset sebelumnya telah membuktikan bahwa belanja modal secara
signifikan belanja modal meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Wiraswasta, dkKk,
2018; Arini, 2016: Suwandi dan Tahar, 2015).

Besarnya belanja modal tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor
yang berkemungkinan mempengaruhi belanja modal adalah dana perimbangan,
pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan daerah. Semakin banyak dana
perimbangan yang diterima daerah, semakin tinggi pendapatan asli daerah dan
semakin tinggi kinerja keuangan daerah tentunya akan meningkatkan belanja
modal pada pemerintah daerah.

Dana perimbangan adalah faktor yang dapat mempengaruhi alokasi
belanja modal. Komponen utama dari penerimaan daerah yaitu pendapatan yang
dapat berasal dari dana perimbangan yang akan sangat menentukan besaran
belanja modal. Semakin tinggi dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah
daearh maka semakin besar alokasi belanja modal (Abdullah dan Nazry, 2015).
Beberapa riset terdahulu membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh
positif signifikan terhadap belanja modal (Wiraswasta, dkk, 2018; Kasdy, dkk,

2018).
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Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi belanja modal adalah
pendapatan asli daerah. Menurut Halim dan Abdullah (2006) besaran jumlah
belanja modal akan ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah. Daerah
yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi tentunya memiliki dana yang
cukup besar untuk belanja modal sehingga belanja modalnya bisanya tinggi.
Beberapa riset terdahulu membuktikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah
akan meningkatkan belanja modal (Aditiya dan Dirgantari, 2017; Pematasari dan
Mildawati, 2016; Susanti dan Fahlevi, 2016; Heliyanto dan Handayani, 2016;
Hartiningsih dan Halim, 2015; Kasdy, dkk, 2018). Namun ada juga penelitian lain
yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal (Wandira, 2013; Situngkir dan Manurung, 2009).

Kinerja keuangan juga merupakan variabel yang dapat mempengaruhi
belanja modal. Halim (2008) menyatakan bahwa hasil analisis kinerja keuangan
dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai
penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan
perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama
periode waktu tertentu. Semakin tinggi Kinerja keuangan daerah tentunya semakin
dana yang tersedia untuk dialokasikan pada belanja modal untuk periode
berikutnya. Beberapa riset sebelumnya menemukan bahwa kinerja keuangan
mempengaruhi belanaj modal secara sifgnifikan (Rosadi dan Suputra, 2017,
Suwandi dan Tahar, 2015; Prihastuti, dkk, 2015)

Belanja modal juga dapat menjadi variabel perantara yang

menghubungkan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Riset
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sebelumnya menemukan bahwa dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan
kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui
belanja modal sebagai variabel intervening (Wiraswasta, dkk, 2018; Suwandi dan
Tahar, 2015; Sularso dan Restianto, 2011)

Dengan demikian diketahui bahwa adanya kesenjangan hasil penelitian
(research gap) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal
yakni ada yang menemukan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal dan ada juga yang menemukan tidak berpengaruh
signifikan. Oleh karena itu penulis ingin menguji kembali pengaruh variabel
pendapatan asli daerah terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Barat.

Penelitian ini replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wiraswasta,
dkk (2018) yang meneliti tentang pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli
daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kota
dalam wilayah Jawa Timur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu
adalah: 1) variabel bebas, pada penelitian ini penulis menambah satu variabel
bebas lagi yaitu kinerja keuangan daerah sementara pada penelitian terdahulu
variabel bebasnya hanya dana perimbangan dan pendapatan daerah, 2) objek
penelitian, pada penelitian ini objeknya Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Barat sedangkan pada penelitian terdahulu objeknya adalah Kota dalam wilayah
Jawa Timur, 3) waktu penelitian, penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada
tahun 2020.Keunikan penelitian ini adalah mereplikasi penelitian Wiraswasta, dkk

(2018) dengan menambah variabel, objek dan waktu penelitian.
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1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka
dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja
modalKabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

2. Apakah pendapatan asli daerah  berpengaruh terhadap belanja
modalKabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

3. Apakah Kkinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja
modalKabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

4. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

5. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

6. Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomiKabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

7. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

8. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat melalui belanja modal sebagai
variabel intervening?

9. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat melalui belanja modal sebagai

variabel intervening?
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10. Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat melalui belanja modal sebagai

variabel intervening?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis tetapkan sebelumnya

maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modalKabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat?

2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modalKabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat?

3. Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modalKabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat?

4. Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat?

5. Pengaruhpendapatan asli  daerah terhadap pertumbuhan  ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

6. Pengaruh Kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan
ekonomiKabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

7. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat?

8. Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat melalui belanja modal sebagai variabel

intervening?
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9. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat melalui belanja modal sebagai
variabel intervening

10. Pengaruh  Kkinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat melalui belanja modal sebagai

variabel intervening

1.4 Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan
adalah:

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi
penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah
belanja modal dan pertumbuhan ekonomi beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu untuk pengembangan pengetahuan
tentang keuangan yang berkaitan dengan belanja modal dan pertumbuhan
ekonomi.

3. Manfaat secara empiris yakni hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
tambahan informasi bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Barat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
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1.5 Sistematika Penulisan
Adapun kerangka penulisan yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini
adalah sebagai berikut :

BAB | :Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan literatur. Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang
mendukung penelitian, referensi penelitian-penelitian yang telah
dilakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB Il : Metode penelitian, yang berisikan jenis penelitian, objek penelitian,
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan
metode pengukuran, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisikan gambaran umum
objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, analisis data hasil
penelitian dan pembahasan.

BAB V : Penutup berisikan kesimpulan, implikasi, keterbatasan dan saran-saran

untuk perbaikan di masa mendatang terhadap subjek penelitian.
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